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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor : PM/96-DPMPTSP/2023

TENTANG
PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

Menimbang :  bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dan dalam
upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Inovasi Pelayanan
Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (LNRI Tahun
1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6123);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman
Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1715);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1056);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 43 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.

MEMUTUSKAN

Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

Inovasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum
dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

Inovasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat
dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini maka surat Keputusan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta Nomor 050/KEP.60-DPMPTSP/2022
Tentang Penetapan Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Purwakarta dinyatakan tidak berlaku dan dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : |3 Oktober 2023

Nrp*mgo/os 200501 1013

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pj. Bupati Purwakarta;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;

3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.



LAMPIRAN

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

: PM/96-DPMPTSP/2023
: 13 OKTOBER 2023
: PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

(Pelayanan Perizinan
Keliling)

berusaha berbasis risiko (OSS RBA) bagi
Usaha Mikro dan Kecil (UMK) secara
mobile langsung ke desa-desa, baik
ketika ada Gempungan maupun tidak
ada Gempungan. Juga dijadikan sarana
sosialisasi pelayanan perizinan yang ada
di DPMPTSP Purwakarta.

Usaha Mikro dan
Kecil (UMK) yang
memperoleh Nomor
Induk Berusaha
(NIB).

No. Nama Inovasi Uraian Singkat Inovasi Indikator Kinerja Target Kinerja

1 JAPATI BODAS Inovasi layanan yang mempermudah Jumlah pemohon Meningkatnya

masyarakat dalam menerima dokumen perizinan yang tingkat kepuasan
(Jasa Antar Cepat perizinan melalui jasa pengiriman gratis. | menerima layanan. masyarakat.
Izin, Bebas Ongkir
dan Aman Sampai
Tujuan)

2 APLIKASI Inovasi yang digunakan untuk mengelola | Jumlah masyarakat | Meningkatnya

MADUKARA semua layanan publik secara terintegrasi | pengguna aplikasi. tingkat kepuasan
di MPP Bale Madukara, termasuk sistem masyarakat.

(Manajemen antrian secara online.

Pelayanan Terpadu

Purwakarta Istimewa)
3 GERAI PELAYANAN Inovasi berupa Gerai Pelayanan Publik Jumlah masyarakat | Meningkatnya
PUBLIK TERAS Terpadu Teras Madukara merupakan pengguna layanan. tingkat kepuasan
MADUKARA suatu tempat pelayanan publik yang masyarakat.
dapat melayani masyarakat didaerah

(Manajemen Kecamatan untuk pelayanan Perizinan

Pelayanan Terpadu dan Non Perizinan, administrasi

Purwakarta Istimewa) | kependudukan, sidang online Pengadilan
Negeri, Pengadilan Agama, pelayanan
Taspen dan pelayanan keimigrasian.
Saat ini terdapat 5 (lima) Teras
Madukara, yaitu di Kecamatan
Campaka, Wanayasa, Plered, Jatiluhur
dan Maniis.

4 | SILAPAK PRESTASI | Pengembangan inovasi LAPAK PRESTASI | Jumlah masyarakat | 1. Meningkatkan

yang bersifat offline, dituangkan dalam yang mengakses promosi
(Sistem Informasi bentuk aplikasi berbasis web yang aplikasi. investasi.
Pelayanan Proaktif mengkolaborasikan promosi investasi, 2. Meningkatnya
Promosi Investasi perdagangan, jasa dan pariwisata realisasi
dan Inovasi dengan promosi inovasi pelayanan investasi.
Pelayanan Publik) publik yang ada di Kabupaten
Purwakarta.
https://silapakprestasi-
dpmptsp.purwakartakab.go.id/
5 GASPOL Sistem informasi pelayanan perizinan Jumlah dokumen 1. Meningkatnya
online yang terintegrasi dengan PD perizinan yang kemudahan
(Gawai Administrasi teknis. Permohonan perizinan dan diterbitkan. masyarakat
Perizinan Online) pencetakan naskah perizinan dapat dalam
dilakukan secara mandiri oleh pemohon melakukan
perizinan. permohonan
http:/ /gaspol.purwakartakab.go.id/ perlélnan.

2. Meningkatnya
akuntabilitas
penerbitan
perizinan.

6 PEPELING Pelayanan “jemput bola” perizinan Jumlah Pelaku 1. Meningkatnya

jumlah UMK
yang memiliki
legalitas usaha.
2. Meningkatnya
tingkat
kepuasan pelaku
usaha UMK di
desa-desa.



https://silapakprestasi-dpmptsp.purwakartakab.go.id/
https://silapakprestasi-dpmptsp.purwakartakab.go.id/
https://silapakprestasi-dpmptsp.purwakartakab.go.id/
http://sikasep-pasti.purwakartakab.go.id/

No. Nama Inovasi Uraian Singkat Inovasi Indikator Kinerja Target Kinerja
7 BESTIE LKPM Pelayanan menyeluruh terhadap Jumlah realisasi 1. Meningkatnya
penyampaian Laporan Kegiatan investasi, jumlah jumlah realisasi
(Bimbing, Edukasi, Penanaman Modal (LKPM) yang menjadi | penyerapan tenaga investasi, jumlah
Supervisi, Trust, salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) | kerja, dan jumlah penyerapan
Identifikasi dan DPMPTSP. Menyediakan juga layanan LKPM yang tenaga kerja,
Eksekusi LKPM) “jemput bola” pengisian LKPM pada disetujui. dan jumlah
periode pelaporan maksimal untuk 10 LKPM yang
perusahaan di suatu tempat secara disetujui.
bersamaan. 2. Meningkatnya
tingkat
Bimbing : memberikan pendampingan kepuasan pelaku
pengisian LKPM usaha.
Edukasi : memberikan sosialisasi dan
bimbingan teknis LKPM
Supervisi : memastikan bahwa LKPM
sudah diisi dengan benar
Trust : memberikan kepercayan kepada
pelaku usaha
Identifikasi : melakukan penelitian
secara mendalam terhadap LKPM
Eksekusi : menyetujui / menolak LKPM
8 ANVESTA Apresiasi Pemerintah Daerah Kabupaten | Jumlah PMA dan Meningkatnya
Purwakarta terhadap pelaku usaha PMDN yang kepatuhan pelaku
(Anugerah Investasi dalam hal realisasi investasi, penyerapan | memperoleh usaha dalam
Purwakarta) tenaga kerja, kepatuhan perizinan, penghargaan. penyampaian LKPM.
kepatuhan penyampaian LKPM,
keberlanjutan usaha, dan dampak sosial
ekonomi yang ditimbulkan.
9 | KOSMIK Kompetisi sinematografi bagi pelaku Jumlah video UMK 1. Meningkatkan
Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten yang didaftarkan kreatifitas
(Kompetisi Purwakarta (makanan, minuman, kriya, | (dapat digunakan pelaku Usaha
Sinematografi Usaha | pakaian, pariwisata dsb.) dalam kegiatan Mikro dan Kecil
Mikro dan Kecil) Cifest Jabar). dalam
pengembangan
usahanya.
2. Meningkatnya
potensi investasi
di Kabupaten
Purwakarta.
10 | PURWAKARTA IN Penyusunan dokumen peluang proyek Jumlah proyek di Meningkatnya
PORTO investasi yang siap ditawarkan kepada Kabupaten portofolio potensi
investor, market sounding serta Purwakarta yang investasi di
(Investment Project pemantauan proyek investasi. Proyek siap ditawarkan Kabupaten
Ready To Offer) yang ditawarkan bisa berada pada lahan | kepada investor Purwakarta.
swasta, maupun pada lahan pcmerintah | (target 1 proyck per
(Pemda, PJT, Perhutani dsb.) sesuai bulan).
ketentuan.
11 | UMK NAIK KELAS Memberikan fasilitasi kemitraan antara Jumlah UMK yang Meningkatnya
UMK dengan Perusahaan Besar bermitra dengan jumlah UMK yang

(matchmaking). Kemitraan ini bertujuan
agar UMK di Kabupaten Purwakarta
dapat menembus rantai produksi
global, dan meningkatkan usaha UMK
menjadi lebih kompetitif, sehingga
UMK dapat “naik kelas”.

Perusahaan Besar.

bermitra dengan
Perusahaan Besar.
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